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SIPIL DAERAH 

 

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH 

 

A. Kriteria Guru Penerima 

1. Memiliki NUPTK; 

2. Guru PNSD yang belum menerima Tunjangan Profesi;  

3. Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah 

binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru 

pendidikan agama. 

B. Mekanisme Penyaluran dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai 

Negeri Sipil Daerah. 

Mekanisme Penyaluran dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai 

Negeri Sipil Daerahdilakukan dengan alur sebagai berikut: 

1. Satuan pendidikan mengusulkan data guru yang akan menerima 

dana Tambahan Penghasilan ke dinas pendidikan 

kabupaten/kota/provinsi; 

2. Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi melakukan verifikasi 

data guru yang akan menerima dana Tambahan Penghasilan 

berdasarkan usulan dari satuan pendidikan; 

3. Surat Keputusan (SK) guru PNSD penerima dana Tambahan 

Penghasilan yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) pada dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi; 

4. Bendahara umum daerah dinas pendidikan 

provinsi/kabupaten/kota menyalurkan Dana Tambahan 
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Penghasilan ke bendahara pengeluaran pada dinas pendidikan 

provinsi/kabupaten/kota; 

5. Dana Tambahan Penghasilan disalurkan oleh dinas 

provinsi/kabupaten/kota sesuai lokasi pada rincian penerima 

Dana Tambahan Penghasilan pada tahun anggaran berjalan; 

6. Apabila terjadi perubahan tempat tugas antar kabupaten/kota, 

antar provinsi, dan antar kementerian, baik atas kepentingan 

kedinasan atau pemekaran wilayah, maka Dana Tambahan 

Penghasilanbagi guru PNSD disalurkan oleh Pemerintah Daerah 

provinsi/kabupaten/kota induk sesuai usulan awal dan statusnya 

akan disesuaikan pada tahun berikutnya;  

7. Apabila terjadi mutasi guru PNSD menjadi pejabat struktural, 

fungsional lainnya, meninggal dunia atau karena pensiun dini, 

maka penyaluran Dana Tambahan Penghasilan guru PNSD harus 

dihentikan bulan berikutnya;  

8. Apabila masih terdapat sisa penyaluran Dana Tambahan 

Penghasilan setelah realisasi pembayaran pada: 

a. triwulan pertama, maka sisa dana tersebut menjadi penambah 

pagu pendanaan triwulan kedua; 

b. triwulan kedua menjadi penambah pagu pendanaan Triwulan 

Ketiga, dan sisa dana pada triwulan ketiga; 

c. triwulan Ketiga menjadi penambah pagu pendanaan triwulan 

keempat. 

9. Apabila seluruh guru yang berhak mendapatkan dana Tambahan 

Penghasilan telah menerima dana tersebut dan masih terdapat sisa 

dana, maka sisa lebih tersebut diperhitungkan sebagai alokasi dana 

Tambahan Penghasilan tahun anggaran berikutnya; 

10. Apabila alokasi Dana Tambahan Penghasilan tidak mencukupi 

kebutuhan penyaluran Dana Tambahan Penghasilan selama 12 

(dua belas) bulan, kepala daerah dapat: 

a. melakukan penyaluran kepada Guru PNSD berdasarkan 

jumlah bulan yang telah disesuaikan dengan pagu alokasi;  

b. Gubernur/Bupati/Walikota mengirimkan surat 

permohonankepada Mendikbud melalui Direktur Jenderal 
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untuk menambahkan alokasi Dana Tambahan Penghasilan 

setelah melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data antara 

Pemerintah Daerah dan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

11. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan surat kepada 

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

untuk mencairkan dana cadangan Tambahan Penghasilan bagi 

daerah yang kurang alokasi; 

12. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota wajib berkoordinasi 

dengan  Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah, Bagian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah pada 

provinsi/ kabupaten/kota dalam pengelolaan Dana Tambahan 

Penghasilan ini; 

13. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangannya melaporkan realisasi pembayaran setiap triwulan 

kepada :  

a. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan setiap triwulan 

dengan format sebagaimana lampiran 1 disertai dengan nama 

penerima dana Tambahan Penghasilan; 

b. Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan dengan format sebagaimana lampiran tersebut pada 

PMK pada bulan Agustus untuk laporan semester I (satu) 

(triwulan 1 dan 2) dan pada bulan April tahun anggaran 

berikutnya untuk semester II (dua) (triwulan 3 dan 4). 



 

 

 

Gambar 1 : Alur Penyaluran dana Tmbahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 
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C. Mekanisme Penghentian Penyaluran 

1. Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan dihentikan apabila guru 

penerima Dana Tambahan Penghasilan dalam kondisi salah satu 

atau beberapa keadaan sebagai berikut:  

a. mencapai batas usia pensiun, yaitu 60 tahun; 

b. meninggal dunia; 

c. memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta; 

d. melakukan tindak pidana yang sudah memiliki kekuatan 

hukum yang tetap oleh pengadilan; 

e. tidak lagi bertugas sebagai guru; 

f. guru yang bersangkutan telah bersertifikat pendidik; 

g. penyaluran dana Tambahan Penghasilan disalurkan melebihi 

batas status guru menjadi non guru. 

2. Proses penghentian penyaluran Dana Tambahan Penghasilan guru 

PNSD diusulkan terlebih dahulu oleh kepala satuan pendidikan 

kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. 

D. Pengendalian, Pengawasan, Dan Pelaporan 

1. Pengendalian 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat 

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berkoordinasi dengan 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 

Keuangan melakukan pengendalian pelaksanaan penyaluran dana 

Tambahan Penghasilan melalui pelaksanaan rekonsiliasi dengan 

Pemerintah Daerah sebagai upaya menjamin pelaksanaan 

pembayaran dana Tambahan Penghasilan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat 

jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2. Pengawasan 

Untuk mewujudkan penyaluran dana Tambahan Penghasilan guru 

yang transparan dan akuntabel diperlukan pengawasan oleh 

aparat internal dan eksternal. Pengawasan internal sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan dimana guru 

yang bersangkutan bertugas dan Pengawas Sekolah. Pengawasan 

eksternal terhadap pelaksanaan pembayaran dana Tambahan 

Penghasilan guru dilakukan oleh lembaga fungsional yang 

berwenang seperti: Inspektorat Daerah atau Bawasda. 
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3. Pelaporan 

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan Realisasi 

Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah dengan 

format sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai pengelolaan 

Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah. 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

TTD. 

 

ANIES BASWEDAN 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

 
  
TTD. 

 
Aris Soviyani 

NIP 196112071986031001 

 


